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JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan arahan
Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran daerah. Tito mengatakan Prabowo meminta agar
dana pendidikan di daerah tidak digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2) kemarin. Tito mulanya mengatakan
terdapat beberapa daerah yang sudah menganggarkan program MBG. Tito mengatakan
program MBG akan dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Tito
mengatakan Prabowo meminta agar dana pendidikan tidak dipakai untuk program MBG.

“Oleh karena itu perintah Bapak Presiden kepada kami untuk anggaran yang di daerah ini yang
semula menganggarkan untuk makan bergizi gratis, itu lebih baik difokuskan pada perbaikan
sekolah,” katanya.

Tito mengatakan Prabowo tidak ingin setiap daerah terdapat MBG, tapi tidak memiliki ruang
belajar yang layak. Terutama, pemerintah sangat menyoroti toilet sekolah.

“Karena sekolah jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya malah tidak
bagus, bocor dan lain-lain, kemudian kelengkapan sekolah, kursinya miring-miring, terutama
sangat beliau menekankan sekali masalah toilet itu menjadi atensi kami. Toilet semua sekolah
SD, SMP, dan SMA harus bagus,” sambungnya.

Tito mengatakan Kemendagri telah berdiskusi dengan BGN terkait program MBG. Tito
mengatakan daerah dapat menjadi mitra sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
untuk program MBG yang akan disewa oleh BGN.

“Kedua, mendorong masyarakat untuk mengintensifkan suplai yaitu peternak kemudian
menanam untuk suplai kepada satuan pelayanan tadi,” jelasnya.

Tito kembali menekankan agar dana pendidikan daerah tidak digunakan untuk program MBG.
Tito menegaskan dana tersebut akan digunakan khusus untuk perbaikan sekolah.

“Khusus untuk anggaran yang sudah ada, anggaran pendidikan yang ada jangan digunakan
untuk makan bergizi gratis, tapi digunakan untuk memperbaiki sekolah, terutama toilet,”
tuturnya. (dtc/ht/ip)
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Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan
Gizi Nasional (Perpres 83/2024), badan gizi nasional adalah lembaga pemerintah yang
dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres 83/2024 diatur bahwa sasaran pemenuhan gizi yang

menjadi tugas dan fungsi badan gizi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan

Pasal 4, diberikan kepada:

a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan,
pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan
pendidikan pesantren;

b. anak usia di bawah lima tahun;

¢. 1ibu hamil; dan

d. ibu menyusui.

Dalam Pasal 41 Perpres 83/2024 diatur bahwa setiap unsur di lingkungan badan gizi

nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan badan gizi nasional maupun dalam
hubungan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lain terkait.

Diatur dalam Pasal 52 Perpres 83/2024, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan

tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



